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ABSTRAK 

 
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN FISKAL 

TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG  

PADA TAHUN 2014-2023 

 

 

Oleh: 

 

Hana Septina Br Marbun, Sukanto 

 

Belanja pemerintah dan kemandirian fiskal merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dalam era otonomi 

daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah 

dan kemandirian fiskal terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota 

Provinsi Lampung. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan rentang 

waktu sepuluh tahun dari tahun 2014-2023. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan kemandirian fiskal 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi 

Lampung. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerintah dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas belanja dan memperkuat kemandirian fiskal daerah 

melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  

Kata Kunci : IPM, Belanja Pemerintah, Kemandirian Fiskal 

 

 

Mengetahui, Pembimbing, 

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 
 

   

 

 

 

 

Dr. Sukanto, S.E., M.Si 

NIP. 197403252009121001 

 

 

 

 

 

 

         
Dr. Mukhlis, S.E., M.Si         

NIP. 197304062010121001 



ix 

 

ABSTRACT 

 
THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND FISCAL INDEPENDENCE 

ON HDI IN DISTRICTS/CITIES OF LAMPUNG PROVINCE  

IN 2014-2023 

 

By: 

 

Hana Septina Br Marbun, Sukanto 

 

Government spending and fiscal independence are two things that cannot be 

separated in efforts to improve the quality of human life in the era of regional 

autonomy. This study aims to analyze the effect of government spending and fiscal 

independence on the human development index in districts/cities in Lampung 

Province. The research data comes from the Central Statistics Agency (BPS) of 

Indonesia and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) with a ten-year 

period from 2014-2023. The analysis technique used is panel data regression with 

the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of this study indicate that 

government spending and fiscal independence have a significant positive effect on 

the Human Development Index in districts/cities in Lampung Province. This 

finding highlights the importance of the government in increasing the efficiency 

and effectiveness of spending and strengthening regional fiscal independence by 

increasing Regional Original Revenue. 

Keywords: HDI, Government Spending, Fiscal Independence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang adil 

dan sejahtera. Baik pembangunan fisik maupun non fisik keduanya dirancang agar 

dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup warga negaranya. Menurut Winarti et 

al. (2022), manusia merupakan bagian dari kekayaan negara. Kualitas sumber 

daya manusia yang baik menjadi faktor fundamental dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas dan kemampuan untuk menghadapi 

tantangan global dimasa depan.  

Dalam signifikansinya, ukuran yang dipakai dalam menilai keberhasilan 

proses pembangunan yang berorientasi pada manusia adalah dengan melihat 

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka yang telah dikembangkan 

oleh badan pembangunan internasional PBB yakni UNDP (United Nation 

Development Programme) ini didasarkan pada empat indikator utama, yakni: 

harapan hidup, rata-rata jenjang sekolah untuk penduduk usia dewasa dan harapan 

bersekolah, serta Purchasing Power Parity sebagai ukuran daya beli masyarakat. 

IPM yang mencerminkan kualitas hidup manusia menjadi komponen penting 

dalam penentuan kebijakan publik. Dalam penyusunan Dana Alokasi Umum 

(DAU), pemerintah menggunakan angka ini sebagai komponen dasar selain dari 

luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruki (IHK) dan PDRB 

per kapita secara berkala (Palayukan, 2019). 
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Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup manusia terutama agar seluruh masyarakat dapat 

merasakan kesejahteraannya secara merata. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah pusat dan berlaku hingga saat ini adalah memberlakukan sistem 

desentralisasi. Kebijakan ini merupakan hasil perubahan dari sistem sentralisasi 

yang pernah dianut pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga 

tumbangnya masa orde baru pada tahun 1998 (Rusydi et al., 2022). Perubahan 

sistem sentralisasi menuju desentralisasi didasarkan pada faktanya bahwa sistem 

sentralisasi tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.  

Sistem pemerintahan yang terpusat atau sentralisasi menyebabkan 

pemerintah hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga berakibat pada 

ketidakmerataan pembangunan regional antara wilayah di Pulau Jawa dengan 

wilayah di luar Pulau Jawa (Ayu et al., 2024). Dengan diberlakukannya sistem 

desentralisasi di Indonesia maka diharapkan akan memberikan pemerataan fungsi 

pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai perbaikan dari 

kekurangan sistem sebelumnya.  

Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia telah membuat pemerintah 

daerah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang semakin besar untuk 

mengelola daerahnya terutama agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini dilandaskan pada gagasannya bahwa untuk mencapai 

pemerataan pembangunan dan menentukan program atau kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan pengelolaan yang lebih dekat 

dengan masyarakat itu sendiri (Tinambunan, 2022). 
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Salah satu provinsi di Indonesia yang juga turut serta dalam memantapkan 

pembangunan wilayahnya dan melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah 

adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan sebuah wilayah dengan 

2 kota dan 13 kabupaten yang terletak di Pulau Sumatera. Adapun kondisi kualitas 

hidup manusia yang diukur melalui IPM adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung Tahun 2019-2023 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

Metro 76,77 77,19 77,49 77,89 78,36 

Bandar Lampung 77,33 77,44 77,58 78,01 78,56 

Lampung Timur 69,34 69,37 69,66 70,58 71,21 

Lampung Selatan 68,22 68,36 68,49 69,00 69,63 

Pesisir Barat 63,79 63,91 64,30 65,14 66,00 

Tulang Bawang Barat 65,93 65,97 66,22 67,13 67,81 

Tulangbawang 68,23 68,52 68,73 69,53 70,02 

Way Kanan 67,19 67,44 67,57 68,04 68,63 

Tanggamus 66,37 66,42 66,65 67,22 67,86 

Lampung Barat 67,50 67,80 67,90 68,39 69,11 

Pringsewu 69,97 70,30 70,45 70,98 71,61 

Pesawaran 65,75 65,79 66,14 66,70 67,67 

Lampung Utara 67,63 67,67 67,89 68,33 68,95 

Lampung Tengah 70,04 70,16 70,23 70,80 71,60 

Mesuji 63,52 63,63 64,04 64,94 65,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024  

 Tabel 1.1 memperlihatkan angka IPM di kabupaten/kota Provinsi 

Lampung secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2019-

2023 dapat terlihat bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan 

daerah yang memiliki angka IPM tertinggi sedangkan daerah yang memiliki 

angka IPM terendah berada di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat. 

Hanya enam kabupaten/kota yang menunjukkan angka IPM tergolong tinggi atau 

berada di atas 70% sedangkan sembilan wilayah lainnya tergolong pada tingkat 
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IPM yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan atau 

belum meratanya kualitas hidup manusia terutama di antar wilayah kabupaten dan 

kotanya.  

 

Gambar 1.1 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau   

Sumatera Tahun 2018-2023 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025  

Secara regional, jika disandingkan dengan sembilan provinsi lainnya yang 

berada di Pulau Sumatera terlihat bahwa daerah dengan angka IPM tertinggi 

berada di Kepulauan Riau dengan rata-rata IPM sebesar 75,88, sedangkan 

Provinsi Lampung menjadi daerah dengan angka IPM terendah dengan rata-rata 

IPM sebesar 69,96. Dapat diketahui pula bahwa jika dirata-ratakan sembilan 

provinsi di Pulau Sumatera telah tergolong pada IPM tinggi. Hanya Provinsi 

Lampung yang menunjukkan wilayah dengan angka IPM tergolong sedang. Hal 

inilah yang  menjadi perhatian bahwa nyatanya tingkat kualitas hidup manusia di  
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Provinsi Lampung masih tertinggal diantara sembilan provinsi lainnya yang 

berada di Pulau Sumatera.  

Perbaikan kualitas hidup manusia tidak dapat lepas dari tanggung jawab 

pemerintah. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki kuasa untuk 

merancang alokasi belanja daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. IPM 

memberikan cerminan pada kualitas hidup manusia melalui beberapa dimensi 

seperti standar hidup yang layak, tingkat pengetahuan, dan kesehatan (BPS, 

2021). Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan alokasi anggaran memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menciptakan program-program yang dapat 

mendorong kemajuan di ketiga dimensi tersebut. 

Tata kelola APBD yang baik juga menjadi pendorong dalam mewujudkan 

pembangunan yang inklusif (Irfan et al., 2024). Penggunaan alokasi belanja 

daerah yang efektif dan efisien akan memperkuat tata kelola pemerintahan serta 

mendukung pemerataan pembangunan diseluruh wilayah. Dengan terlaksananya 

hal tersebut, maka kedepan diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, terutama berdampak pada peningkatan kualitas hidup 

manusia (Hidayat & Woyanti, 2021).   

Menurut Setiawan & Fikriah (2020) dalam penelitiannya, semakin besar 

belanja pemerintah akan berdampak terhadap perbaikan indeks pembangunan  

manusia. Pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran melalui penyediaaan 

fasilitas publik kedepannya akan dapat mengurangi ketimpangan sehingga 

perbaikan kualitas hidup manusia diseluruh wilayah dapat tercapai.  
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Tabel 1.2 Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2019 – 2023 (Miliar Rupiah) 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

Metro 927,1 946,9 928,1 919,3  983,3  

Bandar Lampung 2.294,7 2.127,5 2.018,4 2.273,6  2.277,7  

Lampung Timur 2.132,7 2.129,4 2.194,4 2.064,3  2.096,2  

Lampung Selatan 2.279,6 2.228,1 2.168,0 2.265,8  2.158,3  

Pesisir Barat 831,6 837,5 815,8 768,6  768,9  

Tulang Bawang Barat 946,9 939,6 936,9 840,8  789,9  

Tulang Bawang 1.188,3 1.157,9 1.181,5 1.223,2  1.306,6  

Way Kanan 1.398,9 1.239,2 1.224,6 1.298,5  1.347,0  

Tanggamus 1.712,0 1.648,6 1.658,2 1.723,9  1.566,6  

Lampung Barat 1.122,3 984,6 1.025,3 1.081,6  984,4  

Pringsewu 1.206,2 1.168,1 1.267,0 1.211,0  1.192,3  

Pesawaran 1.279,7 1.275,9 1.230,5 1.263,1  1.227,6  

Lampung Utara 1.775,7 1.652,4 1.623,1 1.737,3  1.585,6  

Lampung Tengah 2.588,8 2.470,0 2.546,8 2.618,0  2.513,7  

Mesuji 895,1 822,0 873,3 879,4  861,1  

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024 

 Tabel 1.2 memperlihatkan belanja pemerintah di kabupaten/kota Provinsi 

Lampung yang cukup berfluktuatif setiap tahunnya. Dapat terlihat dengan cukup 

signifikan bahwa selama tahun 2019-2023 Kabupaten Lampung Tengah menjadi 

daerah dengan belanja pemerintah tertinggi dan cederung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, kemudian disusul oleh Kota Bandar Lampung, Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung. Disamping itu, Kabupaten Pesisir 

Barat menjadi daerah dengan tingkat belanja pemerintah terendah yang kemudian 

disusul oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Realisasi 

belanja yang dikeluarkan pemerintah menjadi gambaran keseriusan pemerintah 

dalam mendanai pembangunan daerah diseluruh wilayah.  
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Selain belanja pemerintah, kemandirian daerah sebagai wujud dari kinerja 

keuangan pemerintah daerah juga dapat mempengaruhi pembangunan manusia 

disuatu wilayah (Digdowiseiso & Damayanti, 2021). Penerapan kebijakan 

desentralisasi fiskal selain untuk memberikan pemerataan fungsi pelayanan 

kepada seluruh masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan 

kemandirian fiskal daerah. 

Kemandirian fiskal menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam 

memenuhi secara mandiri segala kebutuhan kegiatan pemerintahannya, baik untuk 

pembangunan daerah hingga pemberian pelayanan kepada masyarakat. Daerah 

yang memiliki potensi sumber daya alam atau ekonomi yang kuat, memiliki lebih 

banyak peluang untuk mencapai kemandirian fisikal daerah yang lebih baik 

(Azwar, 2021). 

Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya. Letak wilayahnya yang strategis menjadikan wilayah 

ini sebagai pintu gerbang sebelum memasuki Pulau Sumatera. Selain itu, 

kekayaan alamnya yang berlimpah serta tempat pariwisata yang beragam 

(Pemerintah Provinsi Lampung, 2021). Besarnya potensi wilayah ini menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk dikembangkan. Harapannya melalui potensi 

yang dimiliki dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya agar menjadi 

daerah yang mandiri serta meminimalkan ketergantungan pada transfer 

pemerintah pusat.  

 

 



8 

 

Tabel 1.3 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 

2019-2023 

Kabupaten/Kota 
Tahun  

2019 2020 2021 2022 2023 

Tulang Bawang 0,0728 0,0835 0,0972 0,1064 0,0979 

Pringsewu 0,0741 0,0903 0,0951 0,1096 0,1183 

Way Kanan 0,0470 0,0533 0,0571 0,0583 0,0599 

Tulang Bawang Barat 0,0349 0,0456 0,0534 0,0588 0,0602 

Mesuji 0,0530 0,0655 0,0694 0,0801 0,0945 

Lampung Selatan 0,1317 0,1399 0,1510 0,1379 0,1557 

Lampung Tengah 0,0785 0,0805 0,0958 0,0806 0,0879 

Lampung Barat 0,0614 0,0639 0,0743 0,0660 0,0698 

Lampung Timur 0,0730 0,0821 0,0803 0,0930 0,0903 

Lampung Utara 0,0717 0,0692 0,0677 0,0390 0,0617 

Tanggamus 0,0477 0,0503 0,0613 0,0288 0,0343 

Pesawaran 0,0545 0,0623 0,0700 0,0655 0,0705 

Bandar Lampung 0,2847 0,2694 0,2789 0,2760 0,3005 

Pesisir Barat 0,0362 0,0362 0,0372 0,0227 0,0296 

Metro 0,1977 0,2603 0,3110 0,2741 0,3075 

Sumber: Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024 (diolah) 

Terlihat pada Tabel 1.3 kemandirian fiskal daerah selama tahun 2019-2023 

cederung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui hanya terdapat dua 

kota yang memiliki tingkat kemandirian fiskal pada rentang 0,25 – 0,50 (indeks) 

atau berada dalam kategori daerah menuju mandiri, yaitu Kota Bandar Lampung 

dan Kota Metro sedangkan 13 kabupaten lainnya memiliki tingkat kemandirian 

fiskal pada rentang 0,00 – 0,25 (indeks) atau terbilang dalam kondisi daerah yang 

belum mandiri. Besarnya nilai kemandirian fisikal tersebut menandakan bahwa 

seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung masih memiliki kemampuan keuangan 

tergolong rendah untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahannya.  
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Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang semakin tinggi 

mengartikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang semakin besar 

dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya melalui penggunaan sumber 

daya yang dimiliki. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal 

disuatu daerah seharusnya dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia.  

 Pembangunan manusia sangatlah penting untuk diperhatikan, angka IPM 

di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung memperlihatkan fakta bahwa masih belum 

meratanya kualitas hidup masyarakat antar kabupaten/kotanya. Hal ini 

menandakan bahwa peran pemerintah belum maksimal dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah 

diharapkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat diseluruh 

wilayah. Namun, hal tersebut belum terlaksana. Pada belanja pemerintah didaerah 

yang tinggi juga tidak selalu menjamin angka IPM yang lebih tinggi pula. 

Disamping itu, meskipun kemandirian fiskal daerah dan belanja pemerintah 

menunjukkan kecederungan meningkat setiap tahunnya, hal tersebut masih 

memperlihatkan angka IPM di Provinsi Lampung merupakan yang terendah atau 

tertinggal diantara provinsi lainnya di Pulau Sumatera.   

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Terhadap IPM Di 

Kabupaten/Kota Lampung Pada Tahun 2014-2023. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh belanja pemerintah dan 

kemandirian fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada 

tahun 2014-2023 ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari belanja 

pemerintah dan kemandirian fiskal terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung pada tahun 2014-2023. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

serta pengetahuan mengenai hubungan belanja pemerintah, kemandirian fiskal 

daerah dan IPM sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan/referensi serta 

perbandingan untuk penelitian selajutnya yang berhubungan dengan 

pembangunan manusia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan memaksimalkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerahnya melalu potensi yang ada di Kabupaten/Kota Lampung.   
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